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GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN

KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4)

Mengingat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023

tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah

Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Daerah

Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara;

o 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
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Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5835);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6864);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6385);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga
Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017
tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6);
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017
tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga  Penjamin
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7);
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017
tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga
Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 8);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik
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Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan
Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah
Gubernur Sumatera Utara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi



-6 -

Sumatera Utara yang Dberkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah
Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT Jamkrida
Sumut (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah berbentuk
perseroan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah
Provinsi Sumatera Utara.

7. Direksi adalah Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda).

8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat
RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamkrida
Sumut (Perseroda).

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

10. Penyertaan Modal adalah penyertaan modal Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara ke dalam PT Jamkrida Sumut

(Perseroda).

Pasal 2
Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk
memenuhi kewajiban modal dasar dan modal disetor dari

Pemerintah Daerah kepada PT Jamkrida Sumut (Perseroda).

Pasal 3
Tujuan penyertaan modal daerah kepada PT Jamkrida Sumut
(Perseroda) adalah:
a. mengembangkan investasi daerah;
b. meningkatkan permodalan PT Jamkrida Sumut (Perseroda);
c. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan

d. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

BAB II
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 4
(1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan

penyertaan modal kepada PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
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Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang

sehat dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Penempatan dari kewajiban penyertaan modal daerah ke

dalam PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dialokasikan:

a. tahun 2023 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar
rupiah);

b. tahun 2024 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar
rupiah).

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam

PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang bersumber dari APBD.

Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal BUMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah

dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan

tersedianya rencana bisnis BUMD.

Pasal 5

Kewajiban penyertaan modal daerah kepada PT Jamkrida
Sumut (Perseroda) adalah paling sedikit sebesar 51% (lima
puluh  satu  persen) dari modal dasar sebesar
Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) atau sebesar
Rp.102.000.000.000,- (seratus dua miliar rupiah) terbagi atas
lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar
saham, yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT Jamkrida
Sumut (Perseroda).

Pada saat pendirian PT Jamkrida Sumut (Perseroda), modal
dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah
diatur dan ditempatkan paling sedikit adalah sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari Rp.200.000.000.000,- (dua ratus

miliar rupiah).

BAB III
PENGENDALIAN
Pasal 6
Direksi wajib menyampaikan laporan bulanan secara lengkap

terkait perkembangan kegiatan usaha, laporan keuangan
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triwulan dan semester serta laporan keuangan tahunan
kepada Gubernur dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), harus diaudit oleh akuntan publik.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 7
(1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyertaan
modal daerah.
(2) Pengawasan terhadap penyertaan modal daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, ttd

HASSANUDIN

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19710413 199603 1 002

Diundangkan di Medan
pada tanggal 31 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd
ARIEF S. TRINUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (3-79 /2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN
KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

I. UMUM.

PT Jamkrida Sumut (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik
Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Perda Nomor 1 Tahun 2023) yang bergerak
dalam upaya penguatan permodalan bagi kegiatan koperasi dan
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang telah membuka
lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah wusaha, serta
membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dengan
demikian, koperasi dan UMKM mempunyai peran strategis dalam
perekonomian daerah.

PT Jamkrida Sumut (Perseroda) diharapkan dapat mengatasi
permasalahan bagi koperasi dan UMKM dimaksud dengan
pemenuhan keterbatasan akses terhadap sumber permodalan,
khususnya yang berasal dari lembaga keuangan melalui penyerapan
kredit bagi koperasi dan UMKM di daerah terutama untuk tujuan
produktif.

Kehadiran PT Jamkrida Sumut (Perseroda) diperlukan dalam
rangka meningkatkan akses layanan permodalan bagi koperasi dan
UMKM, sehingga dapat membantu koperasi dan UMKM dalam
memenuhi persyaratan jaminan (collateral) yang selama ini
membebani koperasi dan UMKM, karena penjaminan kredit dapat
berfungsi sebagai pengganti jaminan (collateral substitution).
Keberadaan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) diharapkan dapat
menekan risiko kredit melalui transfer risiko dari penerima jaminan,
serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, melalui

peningkatan kapasitas kredit dan pembiayaan.



I1.

-2 -

Dengan  berdirinya PT Jamkrida Sumut (Perseroda)
dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan
memperlancar kegiatan koperasi dan UMKM guna meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan
bertujuan:

a. mengembangkan investasi daerah;

b. meningkatkan permodalan PT Jamkrida Sumut (Perseroda);
c. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan

d. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Pendirian PT Jamkrida Sumut (Perseroda) berpedoman pada
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan,
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga
Penjaminan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga
Penjamin, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017
tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola
Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin serta Perda Nomor 1
Tahun 2023.

Modal dasar PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sesuai dengan
ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp.
200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah). Kepemilikan saham
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara paling sedikit sebesar 51%.
Penyertaan modal ini dilakukan secara bertahap, yakni pada tahun
anggaran 2023, dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus
miliar rupiah), dan Tahun 2024 sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus
miliar rupiah).

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas



Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 73



